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[bookmark: _Toc218547712]PENDAHULUAN

2.1 [bookmark: _Toc218547713]Latar Belakang 
Pengadilan Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang_ undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.[footnoteRef:1]Penulis melakukan penelitian ini dengan latar belakang yaitu untuk mengetahui bagaimana pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Blitar  Kelas IA.  [1:  https://pa-cimahi.go.id/tentang-pengadian/kekuasaan-dan-ruang-lingkup-pengadilan-agama] 

Tujuan penulisan PKL ini untuk mengetahui dan menganalisis analisis yuridis penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A dalam perspektif kepastian hukum dan perlindungan anak. Dan untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi di berikan atau tidak di berikan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A. Metode yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah dengan pendekatan hukum empiris dengan menggunakan data primer,sekunder dan tersier serta alat pegumpul data yang digunakan melalui wawancara, observasi dan studi pustaka. Hasil penelitian ini adalah implementasi dispensasi nikah di Pengadilan Agama Blitar yang mengacu kepada preturan Mahkamah Agung (perma) nomor 5 tahun 2019. 
Pada pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak sah secara hukum dan jika ingin mengajukan perkawinan maka harus melakukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama. Kesimpulan dari penelitian ini alasan di beriakn dispensasi karna alasan mendesak dan perlindungan anak, kemudian faktor yang mempengaruhi tidak diberikanya dispensasi adalah tidak adanya alasan mendesak. Dispensasi nikah di Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A dapat dilakukan dengan didukung oleh pasal 7 ayat (2) Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975.
2.2 [bookmark: _Toc218547714]Tujuan 
Maksud dari Praktik Kerja Lapangan selain untuk memenuhi persyaratan dalam pengajuan Karya Ilmiah II (Skripsi), agar mahasiswa dapat mengembangkan kreativitas dan memiliki pengalaman dalam bekerja saat setelah nanti lulus dari perkuliahan dan masuk kerja sudah memahami situasi lingkungan kerja sesuai dengan keahliannya. Karena meningkatkan untuk kemampuan dan kreativitas seseorang sangat diperlukan praktek secara nyatanya. Adapun beberapa tujuan praktik kerja lapangan ini, antara lain : 
1. Menambah pengetahuan dan wawasan mahasiswa tentang dunia kerja yang nyata. 
2. Menambah pengalaman mahasiswa tentang bagaimana kegiatan di kantor Pengadilan Agama yang sebenarnya. 
3. Menumbuhkan rasa kepercayaan diri, tanggung jawab dan keberanian mahasiswa mahasiswa untuk kelak menghadap dunia kerja yang nyata. 
2.3 [bookmark: _Toc218547715]Manfaat 
1. Manfaat bagi mahasiswa, yaitu :
a. Memperdalam pengetahuan dan pemahaman praktis tentang dispensasi nikah di Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A.
b. Meningkatkan pengalaman kerja lapangan sebagai bekal karier di bidang hukum khususnya hukum perdata.
2. Manfaat bagi Universitas Islam Balitar, yaitu :
a. Meperkuat hubungan kemitraan dengan instansi pemerintah dan lembaga terkait.
b. Meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penerapan teori secara praktik di lapangan.
c. Mendukung pengembangan kurikulum berbasis kebutuhan riil di lapangan.
3. Manfaat bagi tempat PKL (Praktik Kerja Lapangan), yaitu :
a. Memperoleh perspektif baru dari mahasiswa dalam menangani perkara dipensasi nikah.
b. Meningkatkan efektivitas program melalui kolaborasi dengan mahasiswa dan kampus.

